V.1

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

. Akibat hukum dari perjanjian rescheduling yang dibentuk secara sepihak

oleh Perusahaan Pembiayaan X adalah batal demi hukum. Dalam hal ini
Perusahaan Pembiayaan X dianggap lalai, sebab tidak memenuhi ketentuan
prosedur atau formalitas pada pembuatan perjanjian baru dalam hal ini
perjanjian rescheduling secara tertulis kepada Debitur X. Akibat hukum dari
perjanjian rescheduling tersebut dapat batal demi hukum, dengan tidak
terpenuhinya syarat sesuai perjanjian formal sebab melanggar ketentuan
perundang-undangan. Dengan tidak adanya dokumen tertulis tentang
perjanjian baru yang telah mencantumkan kebijakan tentang rescheduling
melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.5/2018 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 32 ayat (1) huruf c
Nomor 6/POJK.07/ 2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Pasal 13 angka 10 Perjanjian
Pembiayaan yang pertama kali dibuat. Pada perjanjian yang batal demi
hukum dapat dilakukan upaya gugatan ‘batal demi hukum’ (void) yang
menghasilkan putusan hakim yang bersifat deklarator. Dengan melanggar
ketentuan Pasal Pasal 32 ayat (1) huruf ¢ POJK Nomor 6/2022, maka sanksi
yang diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan X menurut Pasal 45 ayat (1)
POJK Nomor 6/2022 berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) larangan
sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi
pihak utama Lembaga Jasa Keuangan; 4) Pembatasan produk dan/atau
layanan dan/atau kegiatan usaha; 5) Pembekuan produk dan/atau layanan
dan/atau kegiatan usaha; 6) Pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan

7) Pencabutan izin usaha.
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V.2

2. Perlindungan hukum bagi Debitur X selaku konsumen dalam perjanjian

rescheduling yang ketentuannya dibentuk secara sepihak oleh Perusahaan
Pembiayaan X adalah dengan perlindungan secara represif dengan
mengajukan pengaduan bahkan hingga mengajukan gugatan di pengadilan.
Dengan tidak adanya perjanjian tertulis mengenai Perjanjian Rescheduling,
berdampak pada ketidaktahuan Debitur X mengenai mekanisme isi
perjanjian tersebut. Hal ini tentu menyalahi hak Debitur X sebagai
konsumen dalam atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai ketentuan
yang ada dalam Pasal 4 huruf ¢ UUPK. Selain itu dalam ketentuan Pasal 16
ayat (1) POJK Nomor 6/2022 yang mengatur perlindungan konsumen sektor
jasa keuangan mewajibkan Perusahaan Pembiayaan X selaku Pelaku Usaha
Jasa Keuangan (PUJK) menyediakan informasi mengenai produk dan/atau
layanan yang jelas akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi
menyesatkan konsumen. Oleh sebab itu, Debitur X sebagai konsumen
Perusahaan Pembiayaan X dapat mengajukan Pengaduan Pasal 1 angka 6
Peraturan Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan
Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan (POJK Nomor 18/2018)
kepada pihak Perusahaan Pembiayaan X. Jika pengaduan tersebut tidak
mendapatkan solusi maka pihak Debitur X dapat mengajukan gugatan
melalui jalur pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
(LAPS). Bentuk perlindungan konsumen pada sektor keuangan juga
didukung oleh peran OJK dalam pembelaan hukum sesuai Pasal 52 ayat (1)
POJK Nomor 6/2022. Pengajuan gugatan dapat dikategorikan sebagai
perlindungan hukum represif, jika Debitur X memutuskan untuk
mengajukan gugatan melalui pengadilan. Selain itu, langkah represif ini
dilakukan agar Debitur X memperoleh ganti kerugian yang dideritanya,
sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) POJK Nomor 6/2022.

Saran

. Setiap Perusahaan Pembiayaan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam

menyediakan produk/layanan pada sektor jasa keuangan perlu
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memperhatikan prosedur dalam membentuk perjanjian yang baru dimana
pembuatan perjanjian secara tertulis dengan isi yang jelas dan dapat
dipahami oleh debitur sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak
menyesatkan pihak debitur.

Debitur sebagai konsumen jasa/layanan pada suatu Perusahaan Pembiayaan
sebaiknya menaruh perhatian lebih terkait hak dari debitur, dalam menerima
informasi yang jelas dan terbuka terkait isi perjanjian yang telah disetujui
untuk meminimalisir terjadinya sengketa dengan Perusahaan Pembiayaan

di kemudian hari.
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